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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya 

baik yang berdasarkan teori maupun data yang penulis dapatkan selama 

melakukan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang 

bersifat final dan mengikat yang disebutkan pada Pasal 112 ayat (12) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilu tidak dapat disamakan dengan sifat putusan final dan 

mengikat yang dimiliki oleh lembaga peradilan pada umumnya 

menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, 

karena DKPP bukanlah lembaga peradilan dan juga bukan lembaga 

kekuasaan kehakiman sebagaimana pada Pasal 24 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 27 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Sifat putusan DKPP hanyalah final dan mengikat bagi 

Presiden, KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan 

Bawaslu dalamm melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan 

Presiden, KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan 

Bawaslu merupakan keputusan pejabat TUN dan dapat menjadi 

objek gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara. 
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2. Implikasi dari putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu ada yang sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang 

berujung sanksi administrasi, pemberhentian sementara sampai 

dengan pemberhentian tetap. Namun ada juga putusan yang 

dikeluarkan oleh DKPP yang diluar dari kewenangannya. Sehingga, 

DKPP tidak hanya memutus pelanggaran etik, namun juga pada 

ranah administrasi yang mana hal tersebut adalah kewenangan dari 

KPU. 

3. Dari putusan yang dikeluarkan oleh DKPP, beberapa ada yang 

merasa dirugikan dengan sanksi yang dikeluarkan sehingga adanya 

upaya hukum lainnya yang dilakukan terhadap putusan tersebut. 

Seperti yang dilakukan pada Pilkada Walikota Tangerang dan 

Ramdansyah yang mendapat pemberhentian tetap oleh Putusan 

DKPP ke Mahkamah Konstitusi yang mengasilkan putusan Nomor 

115/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari tulisan ini, 

penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Komisi II DPR RI yang membidangi masalah Pemilu, harus lebih 

cermat lagi dalam mengawasi kinerja dari para Penyelenggara 

Pemilu, apakah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-
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Undangan atau tidak. Karena salah satu fungsi dari DPR RI adalah 

pengawasan. Komisi II DPR RI, harus menegur dan melakukan 

tindakan terhadap DKPP dan melakukan evaluasi semua lembaga 

Penyelenggara Pemilu agar tidak terjadi penggunaan kewenangan 

secara berlebihan. 

2. Harus adanya koordinasi dan komunikasi yang baik diantara 3 

lembaga Penyelenggara Pemilu. Yaitu, KPU, Bawaslu dan DKPP. 

Karena setiap lembaga pemerintahan mempunyai tugas dan 

kewenangannya masing-masing. Apabila tidak berjalan sesuai pada 

koridornya, bisa saja timbul masing-masing lembaga merasa 

meninggikan lembaganya dari lembaga lain. Padahal ketiga lembaga 

ini berada pada tingkatan yang sama. Mempunyai fungsi dan 

kewenangan masing-masing yang saling melengkapi untuk 

mewujudkan Pemilu yang luberjurdil. 

3. Sebagai upanya dalam menciptakan Pemilu yang luberjurdil, 

hendaknya KPU dan Bawaslu melakukan rekrutmen atau seleksi 

calon anggota dengan lebih baik dan profesional. Sehingga upaya 

menciptakan Pemilu yang luberjurdil dapat direalisasikan dengan 

Penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas. 

 


